BUPATI JEPARA
PROVINS! JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
BANTUAN HUKUM SAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksamskan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (2), Pasal 6 ayat |1}, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 ayat
(1) Peraturan Daerah Ksbupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Bantuam Hukum Bagi Masyarakat Miskin
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor
2, Tambahan Lembaram Daerah Kabupaten Jepara Nomor
2), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturam Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Sentuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Memor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dessah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propins Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Memor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (Lembaras Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomg

3. Undang-Undang Messor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan : (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunm Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara blik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang or 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 & Tambahan Lembaran Negara

Republik 5246);

5. Undang-Undang or 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan % (Lembaran Negara Republik
Indonesia T 2014 Nomor 244, Tambahan

publik Indonesia Nomor 5587),
apa kali diubah terakhir



Menetapkan:

10.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 teniamg Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Imdonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keusmgan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemernmtah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
Peraturan Menters Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemermgah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cass Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2014 testang Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat Miskin [Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016
Nomor 2, Tambahanm Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERA® KABUPATEN JEPARA NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa® mi yang dimaksud dengan :

L
2

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Dassalh adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemesntahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusen pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah stonom.

Bupati adalah Bupes Jepara.



<.

S.

10.

11.

12.

13.

14.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jepara.

Masyarakat adalah orang perseorangan  atau
sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Jepara,
yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin
dan/atau tidak mampu yang dibuktikan dengan
keterangan dari pejabat yang berwenang.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin dan/atau tidak mampu yang sedang
menghadapi masalah hukum.

Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada penerima bantuan hukum.

Perkara adalah masalah hukum yang perlu
diselesaikan.

Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin
yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada
Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan
hukum yang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang
dilakukan melalui  jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum
yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jepara.

Anggaran bantuan hukum adalah alokasi Anggaran
dalam APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum
kepada pemberi bantuan hukum yang sudah
ditetapkan oleh Bupati.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.
b.

tata cara dan syvarat teknis kerjasama;
syarat, tata cara pemgajuan permohonan, dan tata kerja
pemberian bantuan hukum;




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

pemanfaatan dama dan prosedur pelaksanaan
pengajuan bantuam hukum; dan

tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan hukum.

BAB 111
TATA CARA DAN SYARAT TEKNIS KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 3

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah
Daerah dapat memgalin kerja sama dengan lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan bantuan hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bupati menetapkan pemberi bantuan hukum yang
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka
memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
miskin dan/atau #dak mampu dengan Keputusan
Bupati.

Kerja sama sebagmmmana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan
sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 4

Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian
Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi
perkara hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara
baik litigasi maupun nonlitigasi.

Kerjasama Bantuam Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) @iaksanakan dengan Perjanjian
Kerjasama oleh Bagian Hukum untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dengan Pemberi
Bantuan Hukum di Kabupaten Jepara.

Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan
melaksanakan bamtuan hukum dalam bentuk
mendampingi. mewakili, membela, dan/atau
melakukan tindakss hukum lain untuk kepentingan
hukum Penerima Bamtuan Hukum.

Bantuan hukum &spada Penerima Bantuan Hukum
diberikan untuk bastusn hukum di lembaga Peradilan
hingga masalak Bukumnva selesai dan/atau
perkaranya telah messpunvai kekuatan hukum tetap.



Bagian Kedua
Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

berbadan hukum;

terakreditasi:

memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

memiliki pengurus; dan

memiliki program Bantuan Hukum.

oo

(1)

(2)

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Bantuan Hukum
Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau
kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang
sedang menghadaps masalah hukum vang memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a.

memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu
Keluarga Kabupaten Jepara yang sah dan masih
berlaku; dan

Surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak
mampu yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang di tempat tinggal Penerima Bantuan
Hukum.

Pejabat yang berwemang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalsh :
a. Kepala Desa/Lursh;
b. dalam hal tepadi kekosongan jabatan Kepala

Desa/Lurah, maka pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud adalah Penjabat Kepala
Desa/Lurah atau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Desa/Lurah;

dalam hal Kepal® Desa/Lurah dan/atau Penjabat
Kepala Desa/Lasah berhalangan, maka pejabat
sebagaimana dimaksud adalah Sekretaris Desa; dan
dalam hal Kepsla Desa/Lurah, Penjabat Kepala
Desa/Lurah atss Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Desa/Lurah, &&= Sekretaris Desa berhalangan
maka pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud adalsh Camat.




BAB IV
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN
TATA KERJA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum
melalui Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama
dengan Pemerintah Daerah.

(2) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat :

a. identitas diri yang dibuktikan dengan foto copy
Kartu Tanda Pemduduk dan/atau Kartu Keluarga
Kabupaten Jepara yang sah dan masih berlaku
serta telah dilegalisir;

b. surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak
mampu yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang di tempat tinggal Penerima Bantuan
Hukum;

c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya
tentang perkara yang sedang dihadapi;

d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara;

e. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh
keluarga atau kuasanya; dan

f. belum pernah menerima bantuan hukum baik dari
Pemerintah Daerah maupun dari lembaga/instansi
lain dibuktikan dengan Surat Pernyataan
bermaterai cukup.

(3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak
mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Kartu Keluarga
Miskin, Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain
yang menjelaskan tentang status pemegangnya sebagai
masyarakat miskin dan /atau tidak mampu.

(4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat
memenuhi persvaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum dapat
membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memenuhi
persyaratan.




Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 8

(1) Permohonan Bantusn Hukum diajukan secara tertulis
oleh Pemohon Benmtuan Hukum kepada Pemberi
Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan
permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk
mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan
dapat diajukan secara lisan yang selanjutnya
dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan
hukum, dibubuhi meterai cukup untuk kemudian
ditandatangani oleh pemohon.

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh
Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor
Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja vang
berlaku.

Pasal 9

(1) Penerima bantuan hukum hanya dapat mengajukan 1
(satu) kali permohonan bantuan hukum, kecuali atas
persetujuan Bupati.

(2) Untuk  mendapatkan  persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Pemohon bantuan hukum
terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan kepada
Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

(1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan
melakukan pendataan ulang terhadap persyaratan yang
diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon
Bantuan Hukum belum Ilengkap, Pemberi Bantuan
Hukum meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum
untuk melengkapi persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan, Pemohon Bantuan
Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat
melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), maka permohonan dapat ditolak.




Pasal 11

(1) Dalam hal permobenan Bantuan Hukum dinvatakan

(2)

(3)

(4

disetujui, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja Pembers Bantuan Hukum wajib

menyampaikan jawaban kesediaan atau penolakan
permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada
pemohon.

Dalam hal Pembes Bantuan Hukum menyatakan

kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja

Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi

dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana

kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Dalam hal Pembes Bantuan Hukum menyatakan

penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan alasan

paling sedikit memuas :

a. tidak sesuai demgan visi dan misi Pemberi Bantuan
Hukum;

b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih
sedikit daripada biaya penyelesaian perkara;
dan/atau

c. tidak memenuhi standar kelayakan sebagai
penerima bantuan hukum.

Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima

Bantuan Hukum.

Bagian Keempat
Hak Dan Kewajiban

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak:

a.

b.

mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma
hingga masalah hukumnya selesai dan/atau
perkaranya telah mempunyvai kekuatan hukum tetap,
selama Penerima Bamtuan Hukum yang bersangkutan
tidak mencabut surat kuasa; dan

mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar
Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum mempunyai kewajiban:

a.

mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan
hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;




menyampaikan informasi vang benar dan bukti-bukti
yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang
dihadapinya; dan

membantu kelancasas pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak:

a.

mendapatkan bantuan pendanaan yang dibiayai APBD
untuk menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum
kepada penerima bamtuan hukum,;

mengeluarkan pemmsstaan dan/atau menyampaikan
pendapat baik testulis maupun lisan di dalam
melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum
kepada penerima Bantuan hukum, dengan tetap
berpedoman pada kede etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

mencari dan memdapatkan informasi, data, dan
dokumen lainnya Baik dari instansi pemerintah
maupun pihak l&mmya yang berhubungan dengan
tugasnya member: Bentuan hukum kepada penerima
bantuan hukum;

melakukan rekrumtmen terhadap advokat, paralegal,
dosen, dan mahasissa fakultas hukum;

melakukan pelayanas Bantuan Hukum; dan
menyelenggarakan penvuluhan hukum, konsultasi
hukum, dan progrem kegiatan lain yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 15

Pemberi bantuan hukam tidak dapat dituntut secara
perdata maupun pidams dalam menjalankan tugasnya
memberikan bantuan Bukum kepada penerima bantuan
hukum, kecuali pembem bantuan hukum telah melanggar
kode etik dan ketentuam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

a.

merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data
vang diperolehnya @an penerima bantuan hukum,
kecuali ditentukan lsin oleh peraturan perundang-
undangan vang beriaku,

melayani penerima Bbantuan hukum sesuai dengan
prinsip pelayanan publik:

melaporkan perkemBangan tugasnya kepada Bupati;
melaporkan setiap pemggunaan APBD yang digunakan
untuk pemberian bamtuan hukum;




(-2

memberikan bantusn hukum kepada penerima bantuan

hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada
putusan yang beskekuatan hukum tetap terhadap

perkaranya.

BAB V

PEMANFAATAN DANA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

PENGAJUAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dana Bantuan Hukum

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran
biaya penyelenggarssn bantuan hukum tiap tahun
anggaran dalam APSD.

Bupati menetapkan standar biaya bantuan hukum per
perkara untuk setiap tahun anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) dengan Keputusan Bupati.
Alokasi anggaran Wava penyelenggaraan bantuan
hukum sebagaimama dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan wuntuk biaya operasional Pemberi
Bantuan Hukum melputi:

a. biaya akomodas::

b. biaya transporiass,

c. biaya ATK; dan

d. biaya meterai dan benda pos lainnya.

Bagian Kedua

Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan Hukum
Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana
Anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada
Bupati cq. Kepala Bagian Hukum.

Pengajuan rencama anggaran Bantuan Hukum
dilaksanakan sesusl dengan perjanjian pelaksanaan
Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

Pasal 19

Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum
dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan
proposal pengajuan anggaran.

Proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuaz

identitas Pemben Bantuan Hukum;

nama program,

tujuan program:

deskripsi program;

target pelaksanaan;

output yang diharapkan:

mpa0op



(1)

(2)

(3]

(1)

(2)

(3)

g. jadwal pelaksanasn. dan
h. rincian biaya progzam.

Pasal 20

Pendanaan  pempsienggaraan Bantuan Hukum
dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang

diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum
berdasarkan dokumes dan bukti laporan pelaksanaan
bantuan hukum secara tertulis dan lengkap.

Pemberian anggaram sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui prosedur penyampaian
permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian
Hukum disertai pesmmyataan tertulis bahwa bukti
pendukung yang &Ssjukan adalah benar dan sah
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal berkas pesmohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lengkap, maka Bagian Hukum
memproses pencairan dana sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21

Penyaluran dana Bemtuan Hukum litigasi dilakukan
setelah Pembernn Bantuan Hukum menyelesaikan
Perkara pada setap tahapan proses beracara dan
Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang
disertai dengan buks pendukung.
Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bukti penanganan perkara;
b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
c. laporan keuangan penanganan kasus.
Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf & untuk Bantuan Hukum litigasi
dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan
pemeriksaan meliputs:
a. tahap penyidikan, dengan melampirkan :
surat permohonan;
surat kuasa
surat permnyataan;
surat panggilan:
surat perintah penyidikan atau surat perintah
penghentian penyidikan; dan

6. putusan praperadilan, jika ada.
b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:

1. surat kuasa:

2. surat dakwaan:

3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim
untuk pendampingan), jika ada; dan

bW~




4. surat keputssan penghentian penuntutan, jika
ada.
c. tahap persidangsm di Pengadilan Tingkat [, dengan
melampirkan:
1. nomor perkara.
2. eksepsi jika sesampaikan secara tertulis dalam
persidangan.
3. pledoi;
4. replik jika @Ssampaikan secara tertulis dalam
persidangan:
5. duplik jika désampaikan secara tertulis dalam
persidangan; dan
6. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan.
d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
dengan melampirkan:
1. akta Banding
2. memori banding atau kontra memori banding,
dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat
banding; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat banding.
e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi,
dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi,
dalam hal perkaradilanjutkan ke tingkat kasasi;

dan
3. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat kasasi.

f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1. surat permuntaan/permohonan  peninjauan
kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;

2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang
menyatakan putusan sudah berkekuatan
hukum tetap:

3. memori pemimjauan kembali/kontra memori (PK)
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya
hukum luar bsasa; dan

4. salinan putusan atau petikan putusan
peninjauan kembali.

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud
pada avat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum
secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:

a. tahap gugatan, dengan melampirkan:

1. surat permohonan/surat gugatan;

2. surat kuasa;




surat permyatasn;

registrasi pesk=ara dengan nomor register;

surat panggian. dan

akta perdamassan atau melanjutkan perkara.

b. tahap putuses pengadilan tingkat 1, dengan
melampirkan:

surat kuasa;

somasi;

jawaban gugatan:;

tawaran mediasi atau jawaban;

eksepsi atau replik;

kesimpulan; dan

salinan putusan atau petikan putusan

pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan
melampirkan:

1. akta Banding

2. memori banding atau kontra memori banding,
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya
hukum biasa: dan

3. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan
melampirkan:

1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi,
dalam hal perkaradilanjutkan ke proses upayva
hukum biasa: dan

3. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1. surat permuntaan/permohonan  peninjauan
kembali (PK] k=pada pengadilan tingkat pertama;

2. salinan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori
peninjauan kembali, dalam hal perkara
dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa;
dan

4. salinan putusan atau petikan putusan
peninjauan kembali.

(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf @ untuk tahapan Bantuan Hukum
secara litigasi di bsdang hukum tata usaha negara
meliputi:

a. tahap pemerniksaan pendahuluan, dengan
melampirkan:
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permohonasmy

surat kuasa;

surat permyatssn.

surat gugatam

registrasi perkara dengan nomor register;

surat panggisn.

keputusan wpayva administrasi terhadap
kebijakan dam pejabat Tata Usaha Negara, jika
ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat |, dengan
melampirkan:
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surat kuasa:

somasi;

Jawaban gugstan,

tawaran medias: atau jawaban;

eksepsi atau replik;

kesimpulan; dan

salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan salinan putusan atau petikan
putusan pengadilan.

c. tahap putusan pemgadilan tingkat banding, dengan
melampirkan:

1.
2

akta Banding

memori banding atau kontra memori banding,
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya
hukum biasa: dan

3. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat banding.
d. tahap putusan pemgadilan tingkat kasasi, dengan
melampirkan:
1. akta Kasasi;
2. memori kasass atau kontra memori kasasi,

3.

dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya
hukum biasa. dan

salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan timgkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
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2.

3.

surat permintaan/permohonan  peninjauan
kembali (PK)] kepada pengadilan tingkat pertama;
salinan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap;

memori penimjanan kembali atau kontra memori
peninjauan kembali, dalam hal perkara
dilanjutkan &= proses upaya hukum luar biasa;
dan

salinan putasan atau petikan putusan
peninjauan kembali.



(6) Bukti penanganam perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huref b untuk Bantuan Hukum litigasi
dalam perkara Pidama. Perdata dan Tata Usaha Negara
adalah bukti kussnsi pembayaran pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 22

Bukti penanganan perkara untuk pelaksanaan kegiatan
Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan
jenis kegiatannyva.

Pasal 23

Bupati melalui Kepela Bagian Hukum melakukan
pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau
pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan
anggaran dari Pembern Bantuan Hukum.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima
anggaran untuk kesgiatan Bantuan Hukum secara
nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat
mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum
litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan
Hukum vang sama.

(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi
kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran biaya
Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan
Hukum litigasi.

(3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi
telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan
Bantuan Hukum secara nonlitigasi beralih menjadi
Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara
nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan
sebagai faktor pengurang.

BAB VI
TATA CARA PEMBUATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 25
(1) Pemberi Bantuam Hukum  wajib melaporkan
pelaksanaan tugasnya baik litigasi maupun nonlitigasi
kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap



triwulan sebagai dasar pertanggungjawaban
administrasi.

(2) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:
a. Laporan Perkara Mdana dengan data dukung :

1. surat kuasa yang telah didaftarkan di
pengadilan, atau surat penunjukan kuasa
hukum dan penmgadilan, kepolisian atau
kejaksaan;
copy surat panggilan dari penyidik;
copy eksepsi, duplik dan pledoi;
bukti surat keterangan tidak mampu;
memori bandmg/kontra memori banding,
memori kasasi /kontra memori kasasi, atau
peninjauan kembali; dan
6. copy putusan pengadilan.

b. laporan perkara perdata, dengan data dukung :
1. surat kuasa vang telah didaftarkan di

pengadilan;

2. copy gugatan, replik dan kesimpulan, jika
kedudukan penerima bantuan hukum sebagai
penggugat;

3. copy jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan,

jika kedudukan penerima bantuan hukum

sebagai tergugat;

nomor register perkara dari pengadilan;

copy relas panggilan dari pengadilan;

bukti surat keterangan tidak mampu;

memori banding/kontra memori banding,

memori kasasi/kontra memori kasasi, atau

peninjauan kembali; dan
8. copy putusan pengadilan.

¢. laporan perkara Tata Usaha Negara, dengan data
dukung :

1. surat kuasa vyang telah didaftarkan di
pengadilan:

copy gugatan, replik dan kesimpulan;

nomor register perkara dari pengadilan;

copy relas panggilan dari pengadilan;

bukti surat keterangan tidak mampu;

memori banding. memori kasasi; dan

copy putusan pengadilan

(3) Laporan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:

a. identitas dini pemohon bantuan hukum; dan
b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
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(4) Pemberi Bantuam ®ukum menyampaikan laporan
pengelolaan anggaran pelaksanaan pemberian bantuan
hukum kepada Bupas melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 26

Kepala Bagian Hu%um  menvampaikan laporan
pelaksanaan pemberas Bantuan hukum kepada Bupati
setiap akhir tahun Anggsran.

Sagan Kedua
Larangan

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum
kepada Penerima Bamtuan Hukum;

b. menerima atau memsnta pembayaran dari Penerima
Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait
dengan perkara yang sedang ditangani ataupun setelah
perkara tersebut selesai ditangani; dan

¢. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan
hukum terkait dengan perkara yang ditangani.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. penarikan kembali semua dana Bantuan Hukum
yang telah ditenima yang bersumber dari APBD.

(3) Pemberi Bantuan Hukum vyang terbukti tidak
melakukan pelaporan setiap triwulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi
berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) huruf a dan hurufb.

(4) Pemberi Bantuan Hukum yvang terbukti melakukan
pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, dikenakan sanksi berupa penarikan
kembali semua dame Bantuan Hukum yang telah
diterima yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat |2) huruf c dan proses lebih lanjut
sesuai peraturan perundang-undangan.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 25 April 2019

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

OLIH
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